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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Sektor pemerintahan di Indonesia mengalami perkembangan yang 

begitu pesat dimulai sejak tahun 2000. Hal tersebut ditandai dengan keluarnya 

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang 

kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Akibat dari 

keluarnya Undang-Undang tersebut yaitu Indonesia akan memasuki era 

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dimana terjadi pelimpahan wewenang 

dan tanggung jawab dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, artinya 

pemerintah daerah harus mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri 

termasuk dari segi pengelolaan keuangan dan operasional untuk melayani 

masyarakat. Perwujudan pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan 

penerapan transparansi dan akuntabilitas khususnya pada pengungkapan 

laporan keuangan pemerintah. Reformasi keuangan muncul bersamaan dengan 

era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Waliyyani dan Mahmud (2015) 

menjelaskan bahwa reformasi keuangan dilakukan pada semua proses tahapan 

dalam keuangan negara mulai dari perencanaan dan penganggaran, 

pelaksanaan penganggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan dan audit.  

Sektor pemerintahan memiliki Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

sebagai pedoman atau prinsip untuk menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah. SAP di Indonesia yang pertama terbit pada tahun 2005 
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yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) basis kas menuju akrual. Pada masa 

pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, peraturan pemerintah 

tersebut mengalami pembaharuan menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah berbasis full akrual. Perbedaan dengan 

peraturan sebelumnya yaitu terdapat pada komponen utama laporan keuangan. 

Jika PP No. 24 Tahun 2005 hanya berisikan Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan (CaLK) sedangkan PP No. 71 Tahun 2010 terdapat penambahan 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan 

Ekuitas (LPE), dan Laporan Operasional (LO). Naopal dkk (2017) menjelaskan 

bahwa PP No. 71 Tahun 2010 berisi tentang lampiran I SAP berbasis akrual. 

Namun saat peraturan ini dikeluarkan masih banyak penyajian laporan 

keuangan yang tidak sesuai dengan SAP berbasis akrual tersebut sehingga 

pemerintah kembali mengeluarkan lampiran II yang berisi SAP berbasis kas 

menuju akrual dan hanya berlaku selambat-lambatnya 4 tahun setelah 

peraturan ini dikeluarkan.  

Menurut Siregar (2017) alasan pembaharuan SAP adalah agar 

menyediakan informasi yang lebih dalam mengenai penilaian akuntabilitas 

pengelolaan sumber daya, menilai kinerja, posisi keuangan, dan arus kas serta 

membuat keputusan. Akuntansi pemerintahan berdasarkan basis kas menuju 

akrual tidak mampu menghasilakan informasi yang diharapkan. Pertama, 

laporan keuangan tidak menggambarkan pengeluaran sesungguhnya karena 



3 

 

yang dicatat hanyalah belanja pada laporan realisasi anggaran. Kemudian 

beban atau biaya tidak dikenal dalam akuntansi pemerintahan. Kedua, laporan 

keuangan tidak memberikan rekam jejak atas perubahan ekuitas. Ketiga, tidak 

menyediakan laporan yang menunjukkan kinerja operasional pemerintah.  

Setelah dikeluarkan peraturan pemerintah yang baru dan berlakunya 

Standar Akuntansi Pemerintahan, maka dalam penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan harus sudah sesuai dengan aturan yang ada serta dapat 

memberikan informasi kepada masyarakat luas. Namun jika penyajiannya telah 

sesuai aturan, apakah pengungkapan laporan keuangan tersebut sudah sesuai 

dengan pengungkapan wajib yang terdapat dalam SAP. Pada kenyataannya 

pengungkapan laporan keuangan pada pemerintahan di Indonesia masih sangat 

rendah dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu yang mengukur 

tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah antara lain 22% Lesmana 

(2010), 30,85% Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011), dan 44,56% Hilmi dan 

Martani (2012). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum 

sepenuhnya melaksanakan peraturan pemerintah dan belum memenuhi item 

pengungkapan wajib yang ada dalam SAP.  

Hendriyani dan Tahar (2015) menjelaskan bahwa penelitian tentang 

pengungkapan laporan keuangan di pemerintahan belum banyak dilakukan 

dibandingkan dengan perusahaan. Penelitian ini akan menguji pengungkapan 

wajib pada laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Motivasi 

peneliti untuk mengangkat topik tersebut adalah dikarenakan masih rendahnya 

pengungkapan laporan keuangan pemerintah di Indonesia dan akan 
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membandingan tingkat pengungkapan laporan keuangan sebelum dan sesudah 

melaksanakan PP No. 71 Tahun 2010. Terdapat faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah. Faktor 

tersebut seperti yang telah diuji oleh penelitian sebelumnya.  

Khasanah dan Rahardjo (2014) menguji tentang pengungkapan laporan 

keuangan pemerintah menggunakan umur pemerintah daerah sebagai variabel 

independen hasil menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan laporan keuangan pemerintah. Berbeda dengan Naopal dkk 

(2017) yang menyatakan bahwa hasil pengujian dengan umur pemda 

berpengaruh positif signifikan. Hilmi dan Martani (2012) menguji variabel 

kekayaan daerah yang hasilnya berpengaruh positif signifikan tetapi 

berkebalikan dengan penelitian Perez et al (2014) yang hasilnya tidak memiliki 

pengaruh. Variabel lain seperti Intergovernmental Revenue diuji oleh 

Waliyyani dan Mahmud (2015) dengan hasil tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan laporan keuangan namun berlainan dengan Suhardjanto dkk 

(2014) yang menyatakan bahwa Intergovernmental Revenue berpengaruh 

signifikan.  

Variabel diferensiasi fungsional diuji oleh Hilmi dan Martani (2012) 

hasilnya tidak berpengaruh, berbeda dengan Suparno dan Nanda (2016) yang 

menyatakan bahwa variabel diferensiasi fungsional berpengaruh positif 

signifikan. Heriningsih dan Rusherlistyani (2013) menggunakan variabel opini 

audit yang hasilnya tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan 

pemerintah sedangkan Naopal dkk (2017) hasil dari pengujian variabel opini 
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audit adalah berpengaruh positif signifikan. Waliyyani dan Mahmud (2015) 

dan Setyaningrum dan Syafitri (2012) dalam penelitiannya menggunakan 

variable leverage atau pembiayaan hutang namun keduanya mendapati hasil 

yang sama yaitu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, berbeda 

dengan penelitian Perez et al (2014) yang mendapati hasil positif signifikan. 

Variabel temuan audit diteliti oleh Naopal dkk (2017) serta Hendriyani dan 

Tahar (2015) yang hasil menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang 

signifikan. 

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya yang belum 

mendapatkan hasil yang konsisten maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengangkat judul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah, 

Kompleksitas, Temuan Audit dan Opini Audit terhadap Tingkat 

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia”. 

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini mencoba menguji 

tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia 

dengan menggunakan data selama enam tahun dari 2012 hingga 2017. 

Penggunaan data selama enam tahun akan memungkinkan untuk melihat 

perkembangan pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Selain 

itu akan melihat tingkat pengungkapan laporan keuangan pada masa 

pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau saat PP No. 71 Tahun 2010 

belum sepenuhnya dilaksanakan ditahun 2012 hingga 2014 dengan tingkat 

pengungkapan laporan keuangan pada masa pemerintahan Jokowi atau setelah 
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PP No. 71 Tahun 2010 diberlakukan dan dilaksanakan ditahun 2015 hingga 

2017.  

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu seperti 

Hilmi dan Martani (2012), Setyaningrum dan Syafitri (2012), Heriningsih dan 

Rusherlistyani (2013), Perez et al (2014), Khasanah dan Rahardjo (2014), 

Hendriyani dan Tahar (2015), Waliyyani dan Mahmud (2015), Suparno dan 

Nanda (2016), serta Naopal dkk (2017).  Variabel yang akan digunakan pada 

penelitian yaitu mengadopsi dari beberapa penelitian terdahulu seperti yang 

telah disebutkan pada kalimat sebelumnya dan variabel ini diambil karena hasil 

pengujian oleh penelitian terdahulu belum konsisten atau adanya GAP 

Research. Variabel tersebut adalah karakteristik pemerintahan (umur 

pemerintah daerah, kekayaan daerah, intergovernmental revenue, dan 

leverage), kompleksitas (diferensiasi fungsional), temuan audit serta opini 

audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah. 

 

B. Batasan Rumusan Masalah 

Agar bahasan dalam penelitian terarah sehingga dapat mencapai tujuan 

dari penelitian, maka batasan rumusan masalah penelitian antara lain: 

1. Pada penelitian ini hanya menguji Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi 

di Indonesia selama enam tahun mulai dari periode 2012 hingga 2017 yang 

telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK 

RI). 
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2. Penelitian yang akan dilakukan hanya menguji pengungkapan wajib atau 

mandatory disclosure saja. 

3. Pengujian hanya menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi 

yang mencakup data untuk variabel-variabel yang akan digunakan. 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang pada pendahuluan, maka rumusan masalah 

penelitian yaitu antara lain: 

1. Apakah umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan laporan keuangan? 

2. Apakah kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan laporan keuangan? 

3. Apakah intergovernmental revenue berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan laporan keuangan? 

4. Apakah leverage berberpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan 

laporan keuangan? 

5. Apakah diferensiasi fungsional berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan laporan keuangan? 

6. Apakah temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan 

laporan keuangan? 

7. Apakah opini audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan 

laporan keuangan? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan 

penelitian ini yaitu untuk membuktikan secara empiris bahwa: 

1. Umur pemerintah provinsi berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan laporan keuangan. 

2. Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan 

laporan keuangan. 

3. Intergovernmental revenue berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan laporan keuangan. 

4. Leverage berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan 

keuangan. 

5. Diferensiasi Fungsional berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan laporan keuangan. 

6. Temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan 

keuangan. 

7. Opini audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan 

keuangan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan diharap dapat memberikan manfaat 

bagi berbagai pihak, diantaranya adalah: 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang memiliki 

pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah 

provinsi di Indonesia. 

b. Memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan teori yang ada 

dalam akuntansi sektor publik tentang pengungkapan laporan keuangan 

pemerintah provinsi. 

c. Memberikan bukti empiris mengenai perbandingan antara tingkat 

pengungkapan laporan keuangan di masa pemerintahan Susilo 

Bambang Yudhoyono atau pada saat PP No. 71 Tahun 2010 belum 

sepenuhnya diterapkan atau dilaksanakan dengan masa pemerintahan 

Jokowi atau setelah berlakunya dan diterapkannya PP No. 71 Tahun 

2010 serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian 

selanjutnya dengan tema atau topik yang sejenis. 

2. Manfaat Praktik 

a. Penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur oleh pemerintah dalam 

menyajikan pengungkapkan laporan keuangan agar menjadi lebih 

transparan dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. 

b. Tidak diperlukan pengawasan yang ketat oleh pemerintah pusat 

terhadap pemerintah provinsi maupun daerah jika pengungkapan 

laporan keuangan yang disajikan menjadi lebih baik dan semakin 

transparan. 
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c. Masyarakat akan memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah 

sebagai pemerintah yang transparan dalam mengungkapkan laporan 

keuangan pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


